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L Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2002 tentang Pembentukan
Kota Bima dl Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik lndonesta Tahun 2002 Nomor 26, Tarnbahan
Lembarun Negara Republfk lndoneaia Nomor 4188),

WAUKOTA BIMA,

a. bahwa Peraturan Walikota Blma Hornor 74 Tahun 2020

ten tang Kedudukan, Susunan Organlsasl, Tugas dan Fungsi
serta Tam Kerja Dinas Pariwieata. Pemuda dan Olabraga

sudah tldak sesuai dengan kebutuhan dan peraruran
perundang-undangan yang berlaku, schingga perlu diganu:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud
dalam huruf a. serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Onerah KOla Bima Nomor 5 Tabun 2016 tentang

!'embentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Bima
sebagaimana telab thubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bima Nomor 9 Tahun 2020 len tang Perubahan Alas

Peraruran Daeruh KOta Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembcruukan dan Susunan Pemngkat Daerah Kora Sima,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pa"";sala. Pemuda dan Otahraga:

DENGAN RAHMAT TUliAN YANG MAHA ESA

Mengingal

Menimbang

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNOS! SERTA TATA KERJA

DINAS PARIWISA'I'A, PEMUDA DAN OLAHRAOA

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 9 TAHUN 2021

WALJK01'A BIMA

PROVINSI NUSA TENGGAR.~ BARA1'



2. Undang·Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang $istem
Keolahragaan Naslonal [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahurt 2009 tentang

Kepariwi8at8an (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11. Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia NOlnor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2009 tentang Kepemudaan

(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2009 Noltl()r
148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5067),
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan [Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamhahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234) sebagalmana telah
dJubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

ten tang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Neg.I·. Republik Indonesia Nomor
6398);

6. Undang·Undru,g NomoT 5 Tahun 2014 tentang Apararur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201~
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negars Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintnhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Nomor II
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negars Republik

IndonesIa Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573,;



v

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan [Lernbaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara RepubUk
Indonesia Nomor 5601) sebegalmane telah diubah dengan
Undang·Undang Nomor II 'Tahun 2020 ientang Cipta Kerl"
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor
6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Oaerah (Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
RepubUk lndonesia NomoI' 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan PemerintahNomor 72 'Tehun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraruran Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
NegamRepublik IndonesiaNomor6402);

10. Peraturan Menteri OaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
teruang PembentukanProduk Hukum Oaerah (Berita NegMe
Republik Indonesia Tahun 20 t 5 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraruran Menteri Datam NegenNomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan ntae Peraturan Menter;
Dalam Nege,; Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157];

II. Peraturan Menten Pariwisata Nomor21 Tabun 2016 tentang

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan !'edoman
Nomenklarur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita
Negar a Republik Indonesia'rehun 2016 NOnlo,' 1997);

12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun
2016 tenlAng PedomanNomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kelja pada Dinas Pemudadan Olahraga (Ben'" Negara
Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 1486);



Pasal I

Dalam Peraturan Walikotn ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah KOlaBima.
2, Perneriruah Daerah adatah WalikolQ sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daemh otonom.
3. lVaJikora adalah wankoea Bima.

4. Sekretaris Oaerah edalah Sekretaris Dacrah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adatah kekuasaan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden )fsng petaksanaannya dilakukan

01el1 kemeruerian negara dan penyelenggara Pernerintahan

Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
men) ejahterakan masyarakat.

6. Dinas adalah Dina. Pariwisara, Pemuda dan Olahraga KOla

Sima.
7. Kepala Dines adalah Kepala Dtnas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kota Birua.

BABI
KETENTUANUMUM

M"MUTUSKAN:

PERA'I'URAN WALIKOTA TENTANO KIl:OUOUKAN. SUSUNAN

ORGANISASI. TUOAS DAN PUNOS! SERTA TATA KERJA DINAS

PARlW1SATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola Bima

(Lembaran Daerah Kola Bima Tahun 2016 Nomor 183,

Tambnhan tembaran Daerah KOt8 Bima Nomor 88)

sebagalmana telah diubah dengan Peraruran Daerah KOla

Bima Nomor 9 Tahun 2020 tenrang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kola Bima Nomor 5 Tahun 20J6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah KOla Bima

(Lembaran Daerah KOla Bima Tahun 2020 Nomor 230,

Tambahnn iAmbaran Daerah KOla Bima Nomor 1031;

Menetapkan



Pasal3

(I) Susunan Organisasi Dinas, terdiri alas:

a. KepalA 01na8.

b. Sekretariat, terdiri den:
I. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbaglan Perencanaan; dan

3. Subba8lan Keuangan.
c. Bidang Destillasi dan Industri Partwisara, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Daya Tank WiS8l8.
2. Seksl Pengernbangan Kawasan Pariwisata; dan
3. Seksi Pcngernbangan lndustri Pariwlsata.

BAS 111
SUSUNANOROANISASI

Pasal2
(I) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemcrintahan yang

rnenjadi kewenangan Daerah.
(2) Dines dlpimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah,

BAB 11
KEDUDUKAN

8. Tugas adalah IUga. yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta
menjadi tanggung jawab seeecrang knrenn jabatannya sesuai
fungsi organiM3i.

9. Fungsi adalah perwujudan rugae Perncrintahan di bidang

tertentu yang dilaksanakan daJam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.

10. Kelornpok Jabaran Fungsional adalah sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi atas berbagal kelompok masing-masing
berdasarkan Peraruran Perundang-undangan.

II. Hak Kekayaan Intelektual yang sehlnJutnya disingkat HKl

adalah hak yang tirnbul bagi basil olah pikir pang menghasilkan
suatu produk atau proses yang herguna untuk manusia.



Pasal4
(I) KepaJa Dinas rnempunyai rugas membantu Walikota datam

metaksanekan fungsi pcnunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah bidang pariwisata, pemuda dan

olahraga.
(2) Kepala Dinas dalarn melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (I) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang

pariwisata, pemuda dan olahraga:
b. pengoordinasian pelaksanaan rugas di bidang pariwtsata,

pemuda dan olahraga;

Bagian Kesalu

Kepala Dinas

BABIV
TUGAS DAN F'UNOSI

d. Bidang Pernasaran Pariwisata, terdirt dart:
j .Seksi Pemaaaran dan Brand Pariwisata:
2. Seksi Promosi Pariwisara: dan

3. Seksi Riser dan Analisis Data Pariwisata,

e, Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dati:
1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan -Sumber Daya

Manusia dan Infrastruktur;
2. Seksi Akses PermodaJan dan Permasalahan; dan
3. Seksi Fasilitasi HKIdan Hubungan Antar Lembaga dan

Antar Wilayah.

f. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dan:

J. Seksi Layanan Kepemudaan;

2. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan

3. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
g. Unit Pelaksan a Tcknis.

h. KelompokJabaran Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang udak terpisahkan dan
Peraturan Walikota ini.



Pasal6
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
8. melaksanakan urusan persuratan:

Paragraf I

Subbagian Urnu In dan KcpcgQWaial1

adrmmstrasi dan teknis yang mellputi perencanaan, keuangan,
urusan tara usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan

Apara.ur Sipil Negara kepada semua unsur di hngkungan Dinas.
(21 Unluk menyelenggarakan tugaa sebagaimana dimaksud pada

ayat (I). sekretariat mempunyai fungsi :

a. koordinasi penyusunan program dan anggaran:
b pelaksanaan pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan perlengkapan. urusan lata usaha, rumah tangga.
barang rnilik negaraj'daerah;

d. pembinaan aparatur;

e. pengelolaan urusan kepegawatan;
f. pengelolaan administrasi jabatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

terkait dengan tugas dan fung_inya.

(31 Sekretariat, membawahi:
a. Subbagian Umurn dan Kepegawaian,
b. Subbagian Perencannan; dan
c. Subbagmn Keuangan.

pelayanan
Pasal 5

(11 Sekretariat mernpunyar tugas memberikan

Bagian Kedua
Sekretariat

c. pemaneauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pariwisata, pemuda dan olahmga;

d. petayanan administratif dan pembmaan aparatur sipil negara:

dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh walikota ter-kait

dengan rugas dan fungsinya.



Pasal7
Subbagian Pereneanaan mempunyai rugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kelJa, program. anggaran

dan kegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang

pariwisara, pemuda dan olahraga;

c. menyiapkan bahon penyusunan pedoman teknls pelaksanaan
kegiatan tahunan dl bidang pariwisata, pcmuda dan olabraga:

d. menyiapkan bahan pclaksanaan monuonng dan evatuasr serta
laporan kegi8tan;

e. melaksanakan penyelesaian tindak lanJul hasd pemeriksaan:

t. melaksanakan pengelolaan dan pengolahan data;
g. menyusun laporan hasil kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

Paragraf 2
Subbngian Perencanaan

b. meng.lola dokumentasi dan kearsipan;

c. metaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantcr:
d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan barang milik

negara/ daerah:
c. menyiapkan laporan yang berkauan dengan Aparatur Sipil

Negara;
f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan

adminiatrasi jabatan fungsionaJ; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lam yang diberikan oleh
Sekretaris



pengembangan daya tank wisata, pengernbangan kawasan
pariwisata dan pengembangan industri panwisata,

(2) Unruk menyelenggamkan rugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Bldang Destinasi dan Induslri Pariwtsata mempunyai

fungsi:
a. perumu ... n kebijakan di bidang pengembangan daya tarik

wisata, pengernbangan kawasan pariwisata dan
pengembangan industri pariwisata;

menyelenggamkandalamDinasmembantu Kepala

PasaI9
(II Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai rugas

Bagian Ketiga
Bidang Deeunasi dan Industri Pariwisata

e. melakeanekan pengelo1aan perbendaharaan, anggaran dan
pertanggungiawsban:

f. melaksana.kan pembinaan dan f811ilil881 perbendaharaan,
anggamn dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;

g. melakeanakan sltem pengendalian intern,
h. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsl perbendaharaan.

anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas; dan
[, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

do. melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan
Dinas;

C. metaksanakan admlmetraei keuangan,
penanggungjawaban di

teknie pengelolaan
anggaran danperbendabaraan,

Iingkungan Dinaa;

Pasal8
Subbagian Keunngan mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran. keuangan dan

pertanggungjawaban anggaran di lingkungan DInas;

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran.
perbendaharaan dan pertanggungjawaban dllingkungan Dinas;

Parngraf3

Subbagian Keuangan



kebijakan bidang pengembangan daya lank wisata:

Pasal 10
Seksi Pengembangan Daya Tank Wisata mernpunyai rugas:

a. menyiapkan ""han penyusunan program kerja bidang
pengembangan daya tarik wisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

Pal'agraf 1
Seksi Pengembangan Days Tarik Wis.,a

e. penyelenggaraan kegiaran di bidans pengernbangan kawasen
panwisata;

r. penyetenggaraan kegiatan di bldang pengembangan industri

Par1\ViSAt8j

g. pelaksanaan kebijakan pengembangan daya tarik wisata,
pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan
industri pariwisata:

h. penyusunan norma, standar, prcsedur, dan kriteria di bidang
pengembangan daya tarik ",lsaUl. pengembangan kawasan

panwisata dan pengembangan Industri pariwisata:
i, pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan daya tank wisata. pengembangan kewasan
pariwtsara dan pengembangan induslri pariwleata, dan

J. pclaksanaan fungsi lain yang dtberikan oleh kepala dinas
terkait dengan tugas dan fungsinya

(3) Bidang Destinas, dan lndustri Pariwisata, membawahi:
a. Sekss ~ngembangan Daya Tank Wisata:
b. Seksi ~ngembangan Kawasan Pariwlsata. dan

c. Seksi ~ngembangan Industri Pariwisata.

pengembangan lndustri pariwisata;

d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik
wisata:,

dankawasanwisata,

b. penyusunan rencana dan program analisls kegiatan di bidang
pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan
pariwisata dan pengembangan induotri panwisata;

c. petaksanaan adminlstrasi di bidang pengembengan daya ta.rik



PasaJ 12
Seksi Pengembangan lndustri Pariwisata mempunyai tugas:
a menyiapkan bahan penyusunan prosnlID kerja bidang

pengembangan industri pariwisara:
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan peJaksanaan

kebijakan bldang pengembangan Induatri pariwisata;

Paragraf3

Seksi Pengembangan lndustri Partwisatn

pengernbangan knwasan pariwisata;
d. menyiapkan bahal1 koordinasi di hidang pengernbangan kawasan

pariwisara:

e. metaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan kawasan pariwisata; dan

( meJaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh KepaJa Bidang

Destinasi dan tndustn Pariwisata.

bidangc. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan

Pasal 11
Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan peoyusunan program kerja bidang

pengembangan kawasan pariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan bidang pengembangan kawasan pariwisata;

Paragraf2
Seksi Pengembangan Kawasan Pariwrsata

pengembangan daya iarik wisata:

d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pengernbangan daya tarik

wisata;
e. melakaannkan monitoring. evatuasi dan pcleporan di bidang

bidang pengembangan daya tarik wisata: dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepaJa Bidang
Destinasi dan lndustri Pariwisata.

bidangkegmtanpenyelenggaraanc. menyiapkan



riser serta (\naJisis data pariwisata;

Pasal 13

(11 Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyal tugas membanru

Kepala Dinas daJam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan brood

pariwisata, promosi pariwisata dan riset sena analisis data
pariwisata.

(2) Ontuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Bidnng Pemasaran Pariwisata mempunyai tungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pernasaran dan

brand pariwisata, promosi pariwisata dan riser serta anal isis
dAta pariwisata:

b. penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan di

bidang pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata
dan riser serta analisis data pariwisata:

c. koordmas. dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pemasaran dan bmnd pariwisata, prornosi pariwisara dan

riset sen A anatisis data pariwisata:
d. penyelenggaraen kegiatan di bideng pemasaran dan bmnd

pariwisata:
e. penyelenggaraan kegiatan di bidang promosi pariwisata;
f. penyelenggaroan kegiatan di b.dang riset dan analisis data

pariwlsata,
g. penyusunon norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

pernasaran dan brand pariwisata, promosl pariwisata dan

Bag,an Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

pengembangan industri pa..ffivisata;
cl. menyiapkan bohan koordinasi di bidang pengembangan industri

partwtsata:
e. melaksanakan monitoring, evaluasl don pelaporan di bidang

pengembangan tndustri pariwisata: dan

f. meJaksanakan Iugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Destinasi dan lndustri Pariwisata.

bidangkegiatanpen) elenggaraanbahanc. menyiapkan



Pasal14

Seksi Pemasaran dan Brand l'ariwisata mempunj QI tugas:
a. menyiapkan bahan pcnyuaunan program kerja bidang pemasaran

dan brand pariwlsata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelak ... naan
kebijakan bidangpernasarandan brand partwisata:

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang pemasaran
dan brand pariw isata:

d. menyiapkan bahan koordmasi di bidang pemasaran dan bmnd

pariwisata:
c. melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan di bidang

pemasaran dan brtlnd panwtsata: dan
f. melaksanakantugas lain yang diberikan oleh KopalaBidang

Pemasaran Parlwrsata.

Paragraf I
Seksi Pemaaaran dan Brand Pari\\risew.

h. pelekeenean bunbingan ,.kn,s dan supervtst di bidang
pemasaran dan bmnd pariwisata, promosr pariwisata dan
riser serta MallSiS data pariwiaata;

I. pelakaanacn evaluaal dan pelaporan dl hld(t!ng pemasaran dan
brc",d parlwisata, promosi pariwisata dan riser scrta anal isis

data pariwisata; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dina.
terkait dengan lugs. dan fungsinya.

(3) Bidang Pemasaran Pariwisata. membawahi'
a. Seksi Pemasamn dan Brand Pariwtsata:
b. Seksi Promosi Pnri~isata;dan
c. Seksi Riset dan Analisis Data Pariwisata,



Pasal 16

Seksi Rise! dan Anatiais Data Pariwisata mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan program kclja bidang rise. dan

analisis data panwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan k~bij8kan dan pelaksanaan
kebijakan bldang rise. dan analisis data pariwisata.

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang riset dan
analisie data pariwisata,

d. menyiapkan bahan koordinasi di bidsng riset dan analisis dara
pariwisata:

e. melaksanakan monitoring. evaJuasi dan pelaporan eli bidang rise.
dan anaH.i" data pariwisata; dan

t. melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang
Pernasaran Pariwlsata.

Patagraf3
Seksi R.set dan Analisis Data Pariwisata

Pasa! 15
Seksi Promosi Pariwleata rnernpunyai tugas:
a. menylapk"n baban penyusunan program kerja bidang promosi

pariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan bidang promosi pariwisata;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiaran bidang promosi
pariwisata,

d. rnenyiapkan bahan koordinasi di bidang promosi pariwisata;

e. rnelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

promosi pariwisata; dan
f melaksanakan iugas Jain yang diberikan olch Kepala Bidang

Pemasaran PanWlsata.

Paragraf2
Scks; Promosi Pariwisata



Pasal t7
(I) Bidang E1<onomi Kreatif mernpunyai rugas membantu KOPAIf\

Oinas daJan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi
pelakeanaan kebijakan d.i bidang nset, edukasi, pengembangan

sum bel' d8)a manusia dan infrastruktur, akses permodaJan dan
perrnasaJahan sena fasilitasi HKl dan hubungan antar lembaga
dan antar \\i!ayah.

(2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayar (1), Bidang Ekonomi Kreatif mernpu nyai Iungsi:
a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang riser, edukasl,

pengembangan sumber daya rnanusla dan infrastruktur,
akses permodalan dan permasalahan sena fasilitasi HKl dan
hubungan antar lembaga dan amar wilayah;

b. koordinasl dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan d.i bidang

riser, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan
mfrastruktur, akses permodalan dan permasalahan sena
faailims! HKl dan hubungan an ..nr lembaga dan antar witayah;

c. penyelenggeraan kegiatan d! bidang riser. edukaei,
pengernbangan sumber daya manusia dan infrastruktur;

d. penyelenggaraan kegialan di bidang akses permodalan dan
pennasalahan :

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang Ia.ilitasi HKI dan

hubungan antar lembaga dan antar "i1ayah;
f. penyusunan norma. standar, prosedur dan kriteria di bidang

riser, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan
infrastruktur, alceee permodnlan dan permasalahan SCrl8

fasilitAsi HKI dan hubungan antar lernbaga dan antar wilayah:
g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset,

edukasi, pengembangan sumber daya manum dan

mfrasrruktur, akses permodalan dan permasalahan serta
(asililasl IlKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah:

Baglan Kehma

Bidnng Ekonomi Kreanf



Pasal 18

Seksi Riser. Edukaai, Pengembangan Sumber Daya Manuela dan

lnfrastruktur mempunyai rugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja bidang riset,
edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;

b. menyiapkan banan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan bidang riser, edukest, pengembangan sumber daya
manusia dan Infrasttul<tur:

c. menyiapkan bahan penyetenggaraan keglatan bidang nset,

edukasi, pengembangan sumber daya manusla dan mfrastruktur:
d. menyiapkan bahan koordinasi di bldang riser, edukasi.

pengembangan "umber daya manusi .. dan infrastruktur,

c. rnelaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang riser,

edukasi, pengembangan sumber daya m..nusta dan infrastruktur:

dan
f. melaksanakan uigas lain yang diberikan olen Kepala Bidang

Ekonomi Kreauf.

Paragraf I
Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan

Sumber 08Y8 Manusia dan lnfrastrukrur

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang riser, edukasi,

pengembangan sumber daya manusia dan infrastrukrur,
akses permodalan dan pennasalahan serta fasilitasi HKI dan

hubungan antar lembagadan antar wllayah: dan
i. pelaksanaan fungei lain yang diberikan oleh kepala dina.

terkait dengan tugas dan fungeinya.
(3) Bidang Ekonomi Kreatif. .membawahi:

a. Seksi Risel, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Infrastruktur:

b. Seksi Akses Pennodalan dan Pennasalahan; dan
c. Seksi Fnsilitasi HKl dan Hubungan Antae Lembaga dan Aruar

Wilayah.



Pasal20
Seksi Fasilitasi HKl dan Hubungan Antar Lembaga dan Antar'

\Vila)'ah mernpunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyuounan program keJja bidang fasilitasi

HKl dan hubungan anrar lembaga dan antar wilayah;
b. menyiapkan bah an perumusan kebijakan dan pelaksanaan

kebijakan bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan
antar wilayah;

c. mcnyiapkan bahan penyelenggarnan kegiatan bidang fasilitasi HKI
dan hubungan antar tembaga dnn aruar wilayal1;

d. menyiapkan bahan koordinosi eli bldnng fnsilitasi HKI dan
hubungan antar Iembaga dAn nruar wllayah:

e. melaksanakan monitoring, evaIuasl den pelaporan di bidang

fasilitasi HKIdan hubungan amar lembaga dan antar wilayah; dan

Paragraf 3

Seksi Fasilitasi HKIdan Hubungan

An tar Lembaga dan An tar Wilayah

Pasa! 19
Sek., Akses Permodalan dan Permasalahan mempunyai rugas:
a. menyiapkan bahan pen) usunan program kCJj8 bidang akses

permodalan dan permasalahnn;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan bidang akses permodalan dan permasalahan:

c. rnenyiapkan bahan penyelenggaraan kcgiatan bidang akses
permodalan dan permasalahen:

d. menyiapkan bahan koorclin9si di bida.ng ak ses permodalan dan

permasalahan;
e. melaksanakan monitoring. evaluaai dan pelaporan eli bidang akses

pennodalao dan pennasalahan: dan
r. melaksanakan tugas lain }ang drberikan oleb Kopala Bidang

Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2

Seksi Akses Permodalan dan Permasalahan



peningkatan prestasi olahraga;
c. psnyelenggaraan kegiatan di bidang layanan kepemudaan;

d. penyelenggaraan kegiatan. di bidang pembudaysan olahraga;

e. penyelenggaraan kegiaran d i bidang peningkatan prestasi

olahraga;
f. penyuaunan norma, standar, proseour dan kriterra di bidang

layanan kepemudaan, pembudayean o1ahraga dan
peningkatan prestesi olahraga;

g, pelaksanaan bimbingan leknls dan supervisi di bJdang
layauan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan

peningkatan prestasi olahraga;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bldang layanan

kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan

prestasi olahraga; dan
i. pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh kepaJa din"s

terkait dengan tugas dan fu ngsinya,

(31 Bidang Pemuda dan Olahraga membawabi :
a Seksi Layanan Kepemudaan;
b. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan

olahraga dankepemudaan, pembudayaanlayanan

olahraga dan peningkatau prestasi olahraga.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat [I], Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tungsi:

a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang tayanan
kepemudaan, pernbudayaan olahraga dan peningkatan

prestasi otanraga:
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

(II Bidang Pemuda dan Olahraga membanru Kepala Dina. datam

penyiapan perurnusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan

Pasa121

Bagian Keenam

Bidang Pemuda dan Olahraga

r. melaksanakan tugas lain yang dlberikan oleh Kepala Bidang
(!;konomiKreauf,



e. melaksanakan monitoring, evaJuasi dan pelaporan dJ bidang
pembudayaan olahraga; dan

f. melaksanakan ,uga. lain yang diberikan oteh Kepala Bidang
Pemuda dan Olahraga.

bidangkegiatanc. menyiapkan bahan penyetenggaraan

pernbudayaan olahraga:
d. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pernbudayaan olahraga:

Pasal23
Seksi Pembudayaan Olabtaga mempunyai rugas:
a. menyiapkan bahan pcnyusunan program kerja bidang

pembudayaan olahraga:
b. menyiapkan bahan perumusan keb.jakan dan pelaksanaan

keb\lakan bldang pembudayaan olahraga;

Paragraf2
Soksl Pembudayaan Olahraga

P"sal22
Seksi Layanan Kepemudaan mempunyai LUga8~

a. menyiapknn bahan penyusunan program kerja bidang layanan
kepemudaan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebuakan dan pelaksanaan
kebijakan b.dang layanM kepemudaan:

c. rncnyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang layanan

kepemudaan:
d. menyiapkan bahan koordinasl di bidang l",yanM kepemudaan;
e. metaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di l)idang

layanan kepemudaan; dan
L melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleb Kepala Bidang

Pemuda dan Olahraga.

Paragrafl

SCI<8' Layanan Kepemudaan

c. Sekss Pcmngkatnn Presta"; Olahmp



Pasal26
(I) Kelompok Jabatall Fungsional mernpunyai rugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keah Han dan
kebutuhan,

BagianKedelapan
Kelompok -Jabatan Fungsional

Pasal25
(I) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana

Teknis dapai dibenruk sesuai kebutuhan.
(2) Unit PetaksanaTeknis sebagaimana climaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas mcmbantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

sebagian tugas teknis Dinas.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai rugas:
a. menyiapkan bah an penyusunan program keria bidang

peningkatan prestasi olahraga;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

kebijakan bidang peningkatan prestasi olahraga;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan bidang peningkatan

prestasi olahraga;

d. menyiapkan baban koordinasi di bidang peningkatan prestasi

olahraga;
e. melaksanakan monitoring, evatuasi dan pelaporan eli bidang

peningkaran prestasi olahraga: dan
r. melaksanakan tugas lain yang elibecikan oleh Kepala Bi<!.ang

Pemuda dan Olahraga.

Pasal24

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga



Pasal27
(I) Dalam melaksanakan tugas, seuap pimplnan unit organisasi dan

kelompok tenaga fungsional "ajlb menerapkan prinsip

koordinasi. integraei dan sinkronisasi balk dalam tingkungan
masing-masmg maupun antar satuan orgamsas! di lingknngan
Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugaa mastng-masing,

(2) seuap plmptnan unit organisasi wajtb mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan ketenruan
peraturan perundang-undangan.

(3) Seuap plmpman unit organisasi benanggung jawab memimpin
dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan

memben1can blmbingan serta petunjuk bag. pelaksanaan tugas
bawahannya,

(4) seuap plmpinan unit organi$Q$iwajih mengikuti dan mematuht
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
dan menyiapkan laporan berkala tepa I pada wnktunya.

(S) Setiap laporan ) ang ditenma oleh pimplnan unit organisasi dan
bawahannj 8 wajlb diolah dan dipergunakan sebagai bahan
unruk penyueunan laporan lebib lanjut dan untuk memberlkan
perunjuk kepada bawahan.

BABV

TATA KERJA

(2) Kelompok JabatlUl Fungsional terdirt dati acjumlah tenaga
fungsionat yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap kelompok Jabatan Fungstonet dlplmpin oleh seorang

tenaga rungsional yang ditunjuk.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Pungslonnl dratur berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

(5) Jumlah Tenaga JabatlUl Fungoional dltentukan berdasarkan
beban kelja.



vBERITA DA];;RAH KOTA BIMA TAli UN 2021 NOMOR b"tt

Diundangkan di Kola Bima
pada tanggal '5 !'<'I>h10'; 2021

C MUHAMMAD LUTF!

Ditetapken di KOla Bima
pada tanggal <; Februari 202)

tWALIKOTA BlMA. 1/
~

Agar seuap orang rnengetahumya, memerintahkan pengundangan

Pcraturan WalikoW ini dengan penempatannya dalam Berita Deerah
Kota Bima.

Peraturan WaJ,ko18 ani mulai berlaku pada IQnggaldlundangkan.
Pasal29

Pasal28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Birna Nomor 74 Tahuu 2020 ten tang Kedudukan , Susunan
Organisasi, TU8llS dan Fungsi serta Tato Kerjn Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga (Borita Daerah KOla Bima Tahun 2020 NOmo"

62),. dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

(6) DaJam J"'ny"'"palAn Iaporan masmg-maamg kepada atasan,

tcmbuean lapornn wajib diaampaikan kepada perangkat daerah
Ia.in yeng secara fungsional mempunyai hubungsn kerja.

(71 Dalam pelaksanaan tugas, setiap pirnpinan unit organisasi wajib
rnengadakan rapat secara berkala datnrn rangka memberikan

bimhingan dan arahan kepada ba\I/Al,\AI'l,\ya mastng-masing.
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